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BUPATI ACEH TAMIANG,

bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggara bangunan dan
menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian
hukum dalam penyelenggaraan bangunan, setiap pendirian
bangunan harus berdasarkan izin mendirikan bangunan sesuail
dengan ketentuan peraturan penataan ruang;

bahwa izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal
141 huruf a, Undang-Undang Nomaor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis retribusi
perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi sebagai bagian
dari pendapatan asli daerah;

bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Ketentuan Bangunan dan Retribusi lzin Mendirikan
Bangunan (IMB) sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2009, periu
disesuaikan dengan membentuknya kembali berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Qanun tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
3029);

Undang-Undang MNomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1299 tentang Penyelenggaraan
Negara vyang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Mepotisme (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomaor 3851);

Undang-Undang MNomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
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5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Momor 134, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomaor 4247);

6. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang MNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia MNomor
4633);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 MNomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran MNegara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Momor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah MNomor 27 Tahun 1983  tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Momor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5145);

14. Peraturan Pemerintah MNomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran MNegara Republik IndonesiaTahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4532);

15. Peraturan FPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik
IndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor
165, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4593);

17. Peraturan Pemerintah MNomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Menten Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M2007
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

20. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009,
Menteri Pekerjaan Umum  Nomor O7/PET/M/2009, Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M. KOMINFO/03/2009
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Momor 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara
Bersama Telekomunikasi;

21, Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);

22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

23 Qanun Aceh MNomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Manggroe Aceh Darussalam Momor 03);

24 Canun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :© QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Clanun ini yang dimaksud dengan :
1.  Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
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Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten
adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati
dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk tugas tertentu di
bidang Retribusi Daerah sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berasa di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian
atau tempat tinggal.

Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dar fungsi bangunan gedung
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.

Badan adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,
Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk
Usaha Tetap, Serta Bentuk usaha lainnya.

_ lzin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada

orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan sesual dengan rencana
tata ruang yvang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien
Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan
sesuai syarata—syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

. Permohonan lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat PIMB adalah

permohonan yang diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan izin mendirikan
bangunan.

. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara

luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan
dan lingkungan.

. Koefisien Lantal Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara

luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan
yvang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

. Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase perbandingan antara luas

tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai
sesual rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai

dengan titik teratas dari bangunan tersebut;

. Indeks adalah bilangan hasil korelasi matematis dari parameter-parameter fungsi,

klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali
terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Reftribusi, adalah pungutan Daerah
sebagail pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan vyang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan
ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
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. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
termasuk pungutan atau pemotong Retribusi perizinan tertentu;

2

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yvang terutang ;

Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yvang selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD
atau dokumen lain yvang dipersamakan, yang diajukan Wajib Retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negern Sipil yvang selanjuinya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukii yvang dengan bukti itu membuat terang

Tindak Pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Objek Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan
suatu bangunan.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan
desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan
rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan
koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian
bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan vyang meliputi
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati
bangunan tersebut.

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah
Kabupaten.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan
bangunan.

*D/Aidil/Qanun/ragan 2011/retribuisi



